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LAYANAN PEMBUATAN
PASPOR KJRI SYDNEY

DI ATAS KRI BIMA SUCI
Staff Imigrasi Konsulat 
Jenderal Republik Indo-
nesia (Konjen RI) Sydney 
merekam wajah pemhon 
paspor yang merupakan 
Warga Negara Indone-
sia (WNI) yang tinggal di 
Sydney, Australia di atas 
Geladak KRI Bima Suci-945 
di Dermaga Royal Austra-
lian Naval Base HMAS Kut-
tabul Potts Point Sydney, 
New South Wales, Aus-
tralia, Minggu (11/9). KJRI 
Sydney membuka layanan 
pembuatan dan perpan-
jangan paspor “walk in” 
bagi Warga Negara Indo-
nesia (WNI) yang tinggal 
di Sydney, Australia di atas 
KRI Bima Suci-945.

JAKARTA (IM) - Ke-
jaksaan Tinggi DKI Jakarta 
mendapat informasi bahwa 
Yayasan Aksi Cepat Tanggap 
(ACT) masihtetap  beroperasi 
mengumpulkan uang dan in-
vestasi. Padahal, Kemen-
terian Sosial (Kemensos) RI 
diketahui sudah mencabut 
izin penyelenggaraan pe-
ngumpulan uang dan barang 
(PUB) yang telah diberikan 
kepada Yayasan ACT tahun 
2022. Izin dicabut karena ada 
i pelanggaran yang dilakukan 
ACT.

Kejati DKI melalui Ke-
jaksaan Negeri Jakarta Se-
latan (Kejari Jaksel) membuat 
permohonan ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan.

“Hasil konfirmasi saya 
ke teman-teman di Kejari 
Jakarta Selatan, berkenaan 
dengan permohonan ke ACT 
itu informasi yang dipero-
leh teman-teman, ACT itu 
disinyalir masih melakukan 
operasi pengumpulan dan 
masyarakat dan ini investasi 
juga,” kata Kasi Penkum 
Kejati DKI Ade Sofyansyah 
kepada wartawan, Minggu 
(11/9).

“Jadi atas dasar itu, kemu-
dian teman-teman (bidang) 

Perdata dan Tata Usaha (Ke-
jari) Jakarta Selatan melaku-
kan terobosan melakukan 
permohonan ke Pengadilan 
Jakarta Selatan itu,” ujarnya.

Ade menyebut permo-
hon an itu untuk meminta Ba-
dan Pengawas dan Pemban-
gunan (BPKP) mengaudit 
ACT. Tak hanya itu, pihaknya 
juga meminta Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan mem-
bekukan Yayasan ACT.

“Tujuannya untuk me-
minta BPKP untuk melaku-
kan audit terhadap ACT, 
kemudian Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan membekukan 
itu,” tuturnya.

Ade menyebut permo-
honan itu sudah didaftarkan 
pada Selasa (6/9) lalu. “Iya 
(daftar permohonan) Selasa, 
6 September,” ungkap Ade.

Kemensos Cabut Izin ACT
Kementerian Sosial (Ke-

mensos) RI diketahui sudah 
mencabut izin penyeleng-
garaan pengumpulan uang 
dan barang (PUB) yang telah 
diberikan kepada Yayasan 
ACT tahun 2022. Kemensos 
menduga adanya indikasi 
pelanggaran yang dilakukan 
ACT.  han

Jaksa Dapat Informasi Yayasan ACT 
Masih Galang Dana dan Investasi

Aroma 2024 dalam Pelengseran 
Ketum PPP yang Direstui Pemerintah
Pemecatan Suharso Monoarfa sebagai 
Ketum bukan  hanya soliditas internal 
PPP yang dipertaruhkan. Soliditas KIB, 
koalisi PPP, PAN dan Golkar, juga teran-
cam.

Minggu (4/9).
Pengamat kepemiluan 

Universitas Indonesia Titi 
Anggraini sebelumnya meng-
anggap, dualisme yang terjadi 
dalam kisruh internal partai 
politik dapat membuat kader 
yang merasa bukan bagian dari 
salah satu kubu mengingkari-
nya status keanggotaannya. 

Menurutnya,  tak menutup 
kemungkinan, imbas keterbe-
lahan PPP, banyak anggota 
partai itu membantah status 
kepengurusan dirinya karena 
berbeda kubu dengan kepeng-
urusan yang terdaftar di KPU.

“Apakah kalau pengun-
duran (sebagai anggota PPP) 
itu terjadi di tengah jalan, KPU 
akan menganggap mereka ang-
gota yang memenuhi syarat? 
Atau tidak memenuhi syarat?” 
kata Titi, Rabu (7/9) lalu.

Koordinator Divisi Tek-
nis Penyelenggaraan Pemilu 
KPU RI Idham Holik kepada 
wartawan, Kamis (8/9/), men-
gatakan, jika (anggota partai) 
yang bersangkutan tidak meng-
inginkan menjadi anggota 
partai, bisa menyampaikan 
pengaduan.

“(Status keang gotaan 
mereka bisa menjadi) tidak 
memenuhi syarat, apabila yang 
bersangkutan menyampaikan 
pengaduan, sebagaimana di-
atur dalam Pasal 140 Peraturan 
KPU Nomor 4 Tahun 2022,” 

ungkapnya. 
Hal ini bisa mengancam 

keikutsertaan PPP di Pemilu 
2024, seandainya anggota yang 
mengadu dan mengundurkan 
diri terjadi dalam jumlah besar. 
Eksodus besar-besaran bakal 
membuat jumlah keanggotaan 
PPP tidak memenuhi syarat 
minimum yang diatur Undang-
undang Pemilu. 

Bukan hanya soliditas in-
ternal PPP yang kini diperta-
ruhkan. Soliditas Koalisi In-
donesia Bersatu (KIB) tempat 
PPP bernaung di dalamnya 
bersama PAN dan Golkar, 
dianggap juga terancam. 

 “Besar kemungkinan hal ini 
terkait dengan keputusan PPP 
ikut membentuk sekoci politik 
bernama KIB yang dikabarkan 
dipersiapkan untuk nama tokoh 
potensial yang tidak direstui 
partai asalnya,” tutur Direktur 
Eksekutif  Institute for De-
mocracy and Strategic Affairs 
(Indostrategic) Ahmad Khoirul 
Umam,Sabtu (10/9).

Ia menduga Pelaksana 
Tugas Ketua Umum PPP 
Muhammad Mardiono sangat 
mungkin melakukan koreksi 
besar atas keputusan politik 
Suharso. Salah satunya ter-
kait kesepakatan-kesepakatan 
dalam KIB. “Situasi ini men-
jadi peringatan serius bagi 
rapuhnya soliditas KIB,” kata 
Umam.  han

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyoroti tingginya 
angka korupsi yang menjerat 
politisi Indonesia.

Menurut Direktur Sosi-
alisasi dan Kampanye An-
tikorupsi KPK, Amir Arief, 
hingga Januari 2022, ada sekira 
600 politisi meliputi anggota 
DPR hingga Gubernur, yang 
terjerat kasus korupsi.

Data itu dibeberkan Amir 
saat mengikuti acara Kick Off  
Road to Anti-Corruption Sum-
mit_ (ACS) ke-5 yang digelar 
KPK menggandeng sejumlah 
perguruan tinggi. Dalam ke-
sempatan itu, Amir berharap 
ada pembenahan di sektor 
politik karena rawan terjadi 
celah pidana korupsi.

“Kita bisa melihat statistik 
penindakan yang dilakukan 
KPK hingga Januari 2022, 
begitu banyak politisi yang 
terjerat tindak pidana korupsi, 
kalau ditotal ada sekitar 600 
politisi dari anggota DPR & 
DPRD, Gubernur, Bupati, Wa-
likota. Hal itu yang harus kita 
benahi bersama,” kata Amir, 
Minggu (11/9).

Menurut, pembenahan 
sektor politik dari celah ko-
rupsi dapat berjalan optimal 

jika melibatkan berbagai pihak, 
termasuk perguruan tinggi. 
Hal itu disambut positif  oleh 
Rektor Universitas Muham-
madiyah Surabaya, Sukadiono.

“Kami selaku akademisi, 
orang yang berkecimpung di 
dunia pendidikan, tentu sangat 
senang ketika dilibatkan oleh 
KPK untuk menjadi bagian 
dalam mencegah terjadinya 
korupsi di berbagai bidang 
yang terlihat di masyarakat, 
termasuk sektor politik,” ujar 
Sukadiono.

Sementara itu, Wakil Ketua 
KPK, Nurul Gufron berharap 
agar kegiatan yang diseleng-
garakan lembaganya dapat 
mendorong perguruan tinggi 
melakukan penemuan serta 
pengetahuan baru dalam pem-
berantasan korupsi. Sehingga, 
berbagai potensi korupsi dapat 
dicegah dan ditangani melalui 
penemuan pengetahuan baru.

“Itulah kami berharap, ada 
sumbangsih perguruan tinggi 
dalam hal pengembangan ilmu 
pemberantasan korupsi. Kami 
juga berharap agar perguruan 
tinggi menjadi percontohan 
tata kelola keuangan dan go-
vernance yang baik. Sehingga 
dapat dipercaya oleh publik,” 
ujar Ghufron.  mar

Hingga Januari 2022, 600 Politisi 
Terjerat Kasus Korupsi

J A K A R TA  ( I M )  – 
Kedudukan Suharso Mono-
arfa sebagai ketua umum Par-
tai Persatuan Pembangunan 
(PPP) resmi dilucuti dan ber-
pindah ke tangan Muhammad 
Mardiono.. Meski ada silang 
pendapat di internal PPP, Ke-
menterian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) tak butuh 
waktu lama mengesahkan 
kepemimpinan Mardiono, 
sebagai . 

Menkumham Yasonna 

Laoly membenarkan telah 
mengesahkan kepenguru-
san baru PPP dalam Surat 
Keputusan Kemenkumham 
Nomor M.HH-26.AH.11.02. 
Tahun 2022 tentang Penge-
sahan Plt Ketua Umum Dewan 
Pimpina n Pusat (DPP) PPP 
Masa Bakti 2020-2025.

 “Benar (SK Kemen-
kumham asli),” ucapnya sat 
dihubungi wartawan, Sabtu 
(10/9).

SK tersebut menyatakan 

mengakui Muhammad Mar-
diono sebagai Plt Ketua Umum 
PPP menggantikan Suharso 
Monoarfa masa bakati 2020-
2025. Pergantian kepengurus-
an PPP hanya pada pucuk 
pimpinan. Di luar itu, tak ada 
restrukturisasi lain yang dilaku-
kan pada kepengurusan DPP 
PPP. Cepatnya penerbitan SK 
Kemenkumham ini diklaim 
tak terlepas dari permintaan 
Mardiono cs. 

“Karena kami memang 
mohon agar ini dipercepat,” 
tutur Arsul ditemui di kediam-
an Mardiono, kawasan Per-
mata Hijau, Jakarta Selatan, 
Jumat (9/9) malam. 

Mardiono menggantikan 
Suharso Monoarfa menjadi plt 
ketua umum atas keputusan 
Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) PPP di Banten, 
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OPEN SHIP KRI BIMA SUCI DI SYDNEY
Sejumlah anggota Genderang Suling (GS) Gita Jala Taruna Akademi Ang-
katan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 tampil di Dermaga Royal 
Australian Naval Base HMAS Kuttabul Potts Point Sydney, New South 
Wales, Australia, Minggu (11/9). “Open Ship” tersebut bertujuan untuk 
memperkenalkan KRI Bima Suci kepada masyarakat Indonesia yang ada 
di Sydney ataupun Warga Negara Asing (WNA).

JAKARTA (IM) - Ket-
ua Dewan Kehormatan Pe-
nyelenggara Pemilu (DKPP) 
terpilih periode 2022-2027 
Heddy Lugito mempersiap-
kan pengunduran dirinya dari 
jabatan komisaris independen 
BUMN PT Sang Hyang Seri 
(Persero). 

“Sejak Sabtu kemarin saya 
sudah memutuskan meng-
undurkan diri dari posisi 
Komisaris PT Sang Hyang Seri 
(Persero),” kata Heddy ketika 
dikonfi rmasi wartawan, Min-
ggu (11/9).

Heddy mengaku telah 
menghubungi Menteri BUMN 
Erick Thohir dan memberi 
tahu tentang rencana peng-
unduran dirinya dari jabatan 
Komisari PT Sang Hyang Seri, 
kemarin. 

“Beliau bisa menerima 
pengunduran diri saya,” ka-
tanya.

Heddy bakal mengirim-
kan surat pengunduran resmi 
dirinya kepada Erick pada hari 
ini, Senin (12/9)  pagi. 

Heddy menegaskan bahwa 
DKPP tidak boleh ‘dimadu’. 
Jajaran komisioner DKPP 
juga, menurutnya, telah ia 
beritahu. 

“Mari kita bergandeng 
tangan, bekerja keras, fokus 
meningkatkan kualitas pemilu 

dan demokrasi di negeri yang 
kita cintai ini,” jelas Heddy. 

Ia diangkat sebagai komi-
sa ris itu pada 2 Desember 
2021 berdasarkan Keputusan 
Menteri BUMN selaku Rapat 
Umum Pemegang Saham No-
mor SK-383MBU/12/2021. 
Ia beranggapan, rangkap ja-
batan yang ia lakukan tidak 
akan menimbulkan konflik 
kepentingan. 

Pria yang  pernah men-
jabat sebagai komisaris PT 
Pertani dan PT Pelindo III 
mengaku baru akan melepas 
jabatannya sebagai komisaris 
independen di PT Sang Hyang 
Seri seandainya merasa tidak 
mampu karena kerepotan.

 “Saya lebih konsentrasi 
di sini (DKPP). Karena ini 
urusan yang maksud saya 
pengabdian yang lebih luas,” 
lanjutnya. 

Selain sebagai komisaris, 
Heddy banyak menghabiskan 
lebih dari 25 tahun berkarir di 
bidang jurnalistik dan media 
massa. Ia pernah menjadi 
Pemimpin Redaksi Majalah 
Gatra (2016-2016) merangkap 
Pemimpin Redaksi Gatranews.
com (2012-2016) dan menjadi 
Sekretaris Jenderal Serikat 
Perusahaan Pers (2009-2017) 
serta aktif  di Forum Pemimpin 
Redaksi (Pemred).  mei

Ketua DKPP Heddy Lugito Siapkan 
Pengunduran dari Komisaris BUMN

Bersama ini kami Direksi PT Wijaya 
Cahaya Timber (“Perseroan”) 
mengumumkan bahwa tindakan 
konversi hutang menjadi saham 
yang dilakukan dalam PT Wijaya 
Cahaya Timber, suatu Perseroan 
Terbatas yang berkedudukan di 
Kota Jakarta Barat telah selesai 
dilaksanakan dan penerbitan saham 
baru atas konversi tersebut diambil 
bagian oleh PT Fortuna Sumber 
Rejeki, suatu Perseroan Terbatas 
yang berkedudukan di Jakarta Barat 
serta telah diambil bagian pula oleh 
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, 
suatu Perseroan Terbatas yang 
berkedudukan di Jakarta Barat, 
sebagaimana keputusan konversi 
tersebut tertuang dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 
07  tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat 
dihadapan  Rosdiana, S.H., Notaris di 
Kota Bekasi.
Pengumuman ini dibuat untuk 
memenuhi ketentuan pada Pasal 6 
Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 
1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan 
Tertentu yang Dapat Dikompensasikan 
Sebagai Setoran Saham.  

PENGUMUMAN
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PILKADES SERENTAK DI ACEH BARAT
Warga menunjukkan surat suara pemilihan ke-
pala desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
saat Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchik-
sung) atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 
serentak di Desa Suak Timah, Samatiga, Aceh 
Barat, Aceh, Minggu (11/9). Sebanyak 290 
desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh 
Barat melaksanakan pemilihan kepala desa 
periode 2022-2028 secara serentak.

JAKARTA (IM) - Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) menyoroti kasus ke-
kerasan sesama santri yang me-
nyebabkan satu korban tewas 
diduga akibat penganiayaan di 
Pondok Pesantren (ponpes) 
Gontor, Jawa Timur.

Komisioner KPAI, Retno 
Listyarti menyebut,  kasus 
kematian seorang santri yang 
diduga korban penganiayaan 
sesama santri, kini sedang 
di proses pihak kepolisian. 
Namun yang membuat pub-
lik terkejut,  kata Retno, ka-
sus tersebut terjadi di sebuah 
Ponpes besar dan termasuk 
tertua dengan santri menjadi 
ribuan orang.

“Menurut informasi yang 
diperoleh, korban sempat 
menghubungi orangtuanya 
meminta sejumlah uang karena 
dirinya akan menjadi ketua pa-
nitia pelaksana program perke-
mahan di pesantren. Uang 
tersebut untuk berjaga-jaga 
jika ada benda milik pesantren 
yang hilang atau rusak saat 
perkemahan harus diganti pa-
nitia sebagai bentuk tanggung 
jawab,” ujar Retno Listyarti, 
Minggu (11/9).

Usai kegiatan tersebut anak 
korban berserta dua temannya 
yang juga panitia mengalami 
penganiayaan oleh santri se-
nior, diduga kuat berkaitan 
kegiatan perkemahan. Dalam 

penganiayaan yang diduga 
menggunakan tongkat/kayu 
tersebut, anak korban kemu-
dian tewas.

Keluarga korban kata Ret-
no menyakini adanya pukulan 
pada leher korban karena 
kepala korban (jenazah) tidak 
bisa ditegakkan. Sementara 
dua teman korban lainnya se-
lamat, namun diduga kuat 
mengalami luka fi sik maupun 
psikis akibat kekerasan yang di-
alaminya, apalagi sampai rekan 
sebayanya meninggal dunia 
akibat kekerasan tersebut.

“Beberapa catatan kasus 
lain yang mengenaskan misal-
nya terjadi salah satu Ponpes di 
Rembang dimana anak korban 
dibakar oleh santri senior, 
korban mengalami 70% luka 
bakar karena korban sedang 
tidur saat pelaku menyiram 
Pertalite dan menyalakan api,” 
ungkap Retno.

Pada  Agus tu s  2022 , 
seorang s iswa Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), usia 13 
tahun meninggal dunia akibat 
dikeroyok sembilan orang te-
man di sekolahnya. Pengeroyo-
kan terjadi saat korban akan 
ke musala untuk salat. Tiba-
tiba korban didatangi rekan-
rekannya dan ditangkap lalu 
dibanting ke lantai oleh te-
man-temannya. Kedua tangan 
korban di pegang pegang dan 
wajahnya ditutup dengan sa-

jadah dan tubuhnya ditendang-
tendang.

Dua kasus tersebut kata 
Retno yang terungkap dan 
muncul ke publik. Sementara 
banyak kasus tidak viral dan 
keluarga korban akhirnya lebih 
memilih menarik anaknya dari 
Ponpes atau pindah sekolah.

“Saya menyampaikan duka 
mendalam pada keluarga santri 
korban dugaan penganiayaan 
hingga tewas di Ponpes G, 
semoga keluarga yang diting-
galkan diberikan keikhlasan 
dan juga kekuatan,” tambah 
Retno Listyarti.

Sebagai Komisioner KPAI, 
pihaknya mengecam segala 
bentuk tindak kekerasan yang 
terjadi di lingkungan satuan 
pendidikan (termasuk Ponpes 
G) yang mengakibatkan kema-
tian salah satu santri.

“Berdasarkan informasi 
yang kami peroleh, sebenarnya 
ada 3 santri menjadi korban 
kekerasan fisik, namun satu 
orang meninggal dan 2 lainnya 
kemungkinan besar mengalami 
luka fisik,” ungkap Retno 
Listyarti.

Dua santri lain tersebut 
kata dia harus di pastikan 
oleh Kementerian Agama 
dan jajarannya agar segera 
mendapatkan haknya untuk 
rehabilitasi medis dan psikis 
akibat kekerasan yang diala-
minya.  han

KPAI Desak Ponpes Gontor Dievaluasi 
terkait Dugaan Penganiayaan Sesama Santri

JAKARTA (IM) - Peretas 
dengan identitas Bjorka me-
lalui grup Telegram mengklaim 
telah meretas surat menyurat 
milik Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), termasuk surat dari 
Badan Intelijen Negara (BIN). 

Namun, Kepala Sekretari-
at Presiden (Kasetpres), Heru 
Budi Hartono membantah  
hal itu, Ia memastikan tidak 
ada surat dan dokumen untuk 
Presiden Jokowi yang bocor 
di internet.

“Nanti pihak Sekretariat 
Negara akan menyampaikan. 
Tidak ada isi surat-surat yang 
bocor,” kata Heru saat di-
hubungi wartawa di Jakarta,  
Minggu (11/9).

Heru menegaskan, infor-
masi yang menyebutkan surat 
berlabel rahasia dari BIN, dan 
surat lainnya untuk Presiden 
Jokowi bocor di forum pere-
tas (hacker) adalah informasi 
bohong. 

“Per lu saya tegaskan 
adalah itu sudah melanggar 
hukum UU ITE. Saya rasa 
pihak penegak hukum akan 

memproses secara hukum 
dan mencari pelakunya,” kata 
Heru.

Sebelumnya, peretas de-
ngan identitas Bjorka melalui 
grup Telegram mengklaim 
telah meretas surat menyurat 
milik Presiden Jokowi, terma-
suk surat dari BIN.

Klaim dari Bjorka tersebut 
kemudian diunggah oleh salah 
satu akun Twitter “DarkTracer 
: DarkWeb Criminal Intelli-
gence”, yang kemudian viral 
dan sempat menjadi salah satu 
topik pembahasan terpopu ler 
(trending topic) di Twitter hingga 
Sabtu pagi.

Dalam unggahan di akun 
Twitter itu disebutkan bahwa 
surat dan dokumen untuk 
Presiden Indonesia, termasuk 
surat yang dikirimkan BIN 
dengan label rahasia telah bo-
cor. Terkait hal ini, Heru me-
minta kepada penegak hukum 
untuk memburu peretas de-
ngan identitas Bjorka, karena 
telah menyebarkan informasi 
bohong terkait bocor doku-
men Presiden Jokowi.  han

Kasetpres Bantah Berita Ada 
Dokumen Jokowi Bocor di Internet


